






Assaluamu' a laiku m Wn llb,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah
Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita

Pendapat Akhir Fraksi dalam keadaan sehat.

SWT atas limpahan

dapat menyampaikan

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Hasil eksplorasi yang dirakukan pertamina Hulu energi di Desa Krikilan,
Kecanratan Sumber menunjukan bahwa potensi gas yang ada, jika dikerora
dengan baik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Lahimya Perusahaan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi adarah langkah
tepat dari Pemerintah Kabupaten dalam menyikapi potensi alam di Desa
Krikilan tersebut. It's given, ini adalah pemberian dan amanah dari Allah
SWT. Minyak dan Gas Bumi termasuk potensi alam yang tidak dapat
diperbarui, untuk itu kami mengajak semua pihak untuk bersama_sama dan
konsisten menjaga pemanfaatan sumber daya alam ini.-l'erkait 

dengan perusahaan daerah- kami mengharapkan pemerintah
Kabupaten lrcrsungguh-sungguh dan berhati_hati dalam pengelolaanya.
Mernilih orang yang tepat, menyus un bussiness pran yar.rgterukur dan terarah.
serta melakukan pengawasan secara profbsional, sehingga tujuan
didirikannyan perusahaan daerah ini dapat tercapai.



Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, kami mensepakati raperda

ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kami mengharapkan peraturan

daerah pada tingkat pelaksanaannya dapat dimanfaatkan sebesar-besamya

unmk kemakmuran masyarakat Kabupaten Rembang. Aamin.

Billahi taufiq wal hidayah.

lAassalaamu' alaiku m llarahmatu llahi Wabarakotu h.

Rembang, 2l Juli 20lj

FRAKSI HARAPAN

DPRD KAB. REMBANG

Sekretaris

SAHNINGSIH, SE



Menimbang

Mengingat

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMTURAN DAEMH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH'
BIDANG IvIIMAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

: a' bahwa Kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam minvaklT.f::1,y* berpotensi "it"r Jilr."r"iJ i.1 gir*"rr"atkan gunamenunJang pembangun-an, 
. 
daerah yanf- uerr<eUnjutan dalamrangka mewujudkan Ke seJ a-rrteraan masyaralat;

b' bahwa pengelolaan 
. 
dg, pemanfaatan minyak dan sassebagaimana dimaksud d"I"; h;;";; l^p"t ail"r.rrkan mela.iuikegiatan usaha hitir oleh uadan 

".Iri" iiii[ra."..r,;
c. bahwa berdasarkan_ Uldang_Undang Nomor 23 Tahun 2014tentans pemerintahan D1e.r+ ;;!;;il;l terah beberapa kalidiubah, terakhir oulflrr U"d*r;_d;;"n?*o_o, 9 Tahun 2015tentang perubahan Kedua aEs U="a""g_f"a."g Nomor 23 Tahun2014 tentang pemerintahan D""r"L,;;";iL u"a.r, usaha mitik

Sffjf#'effiI. di,",G;J;il;Hff b at;ail; ff ;.;.;

d. bahwa berdasarkan rhili";;il;iit"i.if,frT'ffi"*trfrT,Tf ,iH,T#,i*Tffflff.ff*:Tlg P;;";;;""i;#:." Daerah Bidang

' iiil" i!-tl* (6) Undang-undang Dasar Republik rndonesia

Hli.H'#ff *,{iH:,l.Ifl 
Hii;.&#}a.,,:.fr,":"T*:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OOI tentang Minyak dan Gas
,'Jfl ' {mH *iff:- -""r:;u ;;;i""".ii'iLun 200 r 

^romo.qlszl; uan Negara Republik rnao.r"sia il;;;;

2.

3.



I

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 39);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 trrttatg perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Uldang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu; 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor a724);

8. Undang-Un_dang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang perseroan
Terbatas (kmbaran. Negara Repubrik Indonesia f.rrr" iooiNomor 106, Tamtjahan -Lembaran U"g*. Republik IndonesiaNomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukanPeraturan perundang_undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun zot t i.romoi ar,,ir_ilr,L ;;ffi.;."#;:,,:;Republik Indonesia Nomor SZicI; 
-' '*""'

10. Undang-Undans Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahanDaerah (tembaian u"grr.n.p"[ii[ rii"J."i. Tahun 2014 Nomor244, Tambahan L€m-baran 
-G;;;;;brik 

Indonesia Nomor5587| sebagaima-na telah l.u.rip^ t"ii"a'iuuarr, terakhir denganU:rdang-Undang Nomor g rarrun-zOi;,;.rg perubahan Keduaatas Undang_Undaag 
._Nomor 

-;t "i;"" 
2Ot4 tentansPemerintahan Daerah- (Lembaran-i"grrl Republik IndonesilTahun 2015 Nomor,58,' T;baL'L"#uL", Negara Repubriklrrdonesia Nomirr 5679i;

11. Peraturan pemerinthh Nomor 5g Tahun 2005 tentang pengelolaanKeuangan Daerah (r,embaran-rv";;;;;btik Indonesia Tahun2005 Nomor r+0. ramualan L;b;;'N'J;a Republik rndonesiaNornor 457g);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH 
.TENTAN-G PEMBENTUKAN PERUSAHAANPERSERoAN DAERAH BIDANG;INYI3ffi'6;, u,*,

Menetapkan :



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa] 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2- Pemerinlab- Daeroh Brrpnri sebagai unsur penyelen gga ra
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urul"an
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Ralcyr.t D19rah yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Dewan perwakilan rtafcyat Oairah faUupiten

Rembang.

5. Perusahaan perseroan Daerah yang seianjutnya disebut perseroan
adalah perseroan terbatas yang aiuintuk lieir pemerintah Daerah.

6. Dewan Komisaris 
_- -adalalr 

orgar perseroan yang bertugasmelal<ukan pengawasan s.c.ra umu* dan/atau khusus sesuaidengar anggaran dasar serta memberi .r^"ifr"t kepada Direksi.
, 

P::.:["t:gatalr organ perseroan yang berwenang dan bertanggung.1awab penuh ataq. pengurusan pErseroan. untuk kepentinganperseroan, sesuai ae'gai-;"kil"1;"?,.rr,"r, perseroan sertamewal<jti tu""uroT:..,!:k diJJ;; li^upu" diluar pengadilansesuai dengan ketentuan €mggaran aa""r.--
8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar perseroal.

9. Rapat Umum pen
nulsaa-d;t"#'UffiSr:*H*'ffit*""?ilj:,T#.disingkat

10. Akta Pendbiar ad.atahAli:ta pendiriarr perseroan.

11. Saham adalah bukti pemilikan modal perseroan yang memberikanhak atas deviden dan lain_lain.

12. Dirriden adalah bagran 
Jlba _?tau pendapatan perusahaan vanebesarnya ditetapkan 

.oterr aireksi- ;;H-;i"Jil;ffi,:,6.tpemegang sahd.m untuk dibagikun t"pJl p* pemegang saham.
13. Penyertaan Modal ?."I4 ada.lah pemisahan aset milik:iffxr.ffi';3,;*r t"t"ilri' p"illL*"l o"',"r,,,t,r
1 4. Kegiatan usaha hiliu"iumpu;j] [H^adalah 

kegiatan usaha berintikan ataup""vil;;;;; ffSTtr^."aha pengolahan, p."e..,e-trl""]



(1)

(21

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian Perseroan dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan sumber daya
alam di kabupaten Rembang untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Pendirian Perseroan bertujuan untuk :

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
b. Menciptakan lapangan pekerl'aaa;

(3)

(4)

BAB III

PENDIRIAN PERSEROAN MILIK DAERAH

pasal 3

(I) 
ilila*St#f:uran Daerah ini dibentuk perseroan dengan nama pT. Rembang

(2) Pemerintah Daerah merupakan sarah satu.p:lqi.i perseroan dan menjadipemegang saIram mayorital pe.seroa, seolily.y gg ,grr..
Pemegang 

""h"T 
perseroan rainnya adalah Koperasi pamekar sebanyal< 0,10lo.

;:l*"ffitr##fl Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

.BAB 
IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN PERSEROAN

pasal 4

t" 
i:::Hi.H;ffi*rro"am 

bidang usaha minvak dan gas bumi pada kesitan hlir
romersiar r".,u ""n.|]t 

penunjangrrva dengan b"rp;J;;;'^pliT a".ur-au.",

(2) Kegiatan usaha hilir ).ang.dimaksud pada ayat (l) meliputi:a' kegiatan usaha oeng6r'r'"r, v.rr-g-iiiir'irIiq.*;.memumikan, memperorehbasian-bagian, i"t iperti"gd ;""il, T# mempertinggi 
"ir"i'Girurr, minyakS,*,ffiJflvans men-etritiu."" ti"i't"k* il;;;fffi; frLr gas, hasirb. kegiata-n usaha 

atau LNG tetapi tidak telmasy1 d";;I"h-#;;;g"r;
p,-r,fi;"ffi ;iftrtrl*f },Iilf, ,Ts,L"t*ffi tr;xfr h1x,,:x*
H,|,f;"Jil:'olffit atu d;;;;#;,,:l' asuk pengangkutan gas bumic. kesiatar u*.rrrt'1t-1-t--"3!at 

ke tempat lain untuk trJ";;l%r;"."i.r,

*"ru1m ,;#ii$ff:" {tri,:Lt H,,h"11H,,*:tm,
aid"*iip."il""ff#ffi t'tx,#fi :,*l*T's1*lhifl*:*.#



d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,
minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan,' termasuk gas bumi melalui pipa.

(3) Dalam rangka pelaksanaan usaha hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2\
perseroar dapat melakukan kedasama dengan pihak ketiga.

BAB V

MODAL, S.$HAM DAN DIVIDEN

Pasa] 5

(l) Moda] Dasar Perseroan.sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) yangterbagi atas 3000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai "";ilii; I.ooo.ooo,oo(satu juta Rupiah) per lembar saham.

(2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (r), modar yang ditempatkandan modal vane disJtor p"aa 
""ut 

p"i6l"t"ri.r, iii""ro"r, il"i"h sebesar Rp
l;l."h?O. 

000,00 (satu milyar n"p*r,l-"t"" setara dengan l00O (seribu) lembar

(3) Dari modal ditemoatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintahDaerah menyetorkan 
.np gs9]oo6-;4i,,;o- 

^t""*u,ir,.-i"iiJ. "L.*,u,.r, p,rrur,::fiii'il llk";o'*t atair seta'a i""e*i ge,o"; i;il;#;;juhotmb,an koma

t' 
3#.*HJ""Jff*i:5=--sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendiri dan
Rupiah) a.u* u"r,t"Iseroan 

lainnva menYe_torkan.d-ftod.ildl6o (satu jutapersen). uK setoran tunai yang setara dengan-0,i./" A;r koma satu

,t, 
3:*::"::lbahan 

jenis dan nilai nominal saham diatur daram Anggaran Dasar

(u,hT*ffiH?rHH.Dasar 
dan/atau Moda.l disetor ditetapka-n dalam Rapat

pasal 6

Y:91_^,t:^"ro1...y*g disetor tunai oleh Dara np_n.tiri ;6- -^_-merupakan *"dat i"d; awal perseroan ara pendiri dan pemegang saham,

pasal 7
(l) Saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.
t'' 

i:i,ff ffiitffi;*T mendapatlan perlindungan sesuai ketentuan peraturan

pasal g
('1 m:ffii"fifi*#T,t-HgffiHrl:Hi kepemilikan saham pada

('' 
:,fffJ:il:Xilf.,?3:rah pada Perseroan sebagairnana dimaksud pada ayat (r),n".,j.air-,..,,:ffi ;"J,s#irffir:fi fl ::,IT.'.S:iE*T*T.*!...:iur..,,".r,._



Pasal 9

Perseroan wajib menyetor deviden sebesar 60% dari keuntungan perusahaan dan
disetor dalam bentuk PAD.

BAB VI

PEIVYERTMN MODAL

Pasal 10

rr) f3jlf jgetor.sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dialokasikan dalam
APBD Tahun Anggaran 2017.

(2) Penambahan penyertaan modal untuk pemenuhan modal dasar dialokasikan
lflrlf,r,l""', 

pada tahun anssar€rn 2018 sebesar np. z.ooo.oo0.oo0,- laua milyai

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

pasal ll
Organ perseroan terdiri atas:a: RUPS;
b. Dewan Komisaris; danc. Direksi.

pasal 12

(r, 
Xy;ra.#:mpunyai 

wewenang yang ddak diberikan pada Direksi atau Dewan

(2) Dalam RUps pemegalg saham berhak memperoreh keterangan yang berkaitanclengan perseroan.^ da.i 
.pi.et si J*)]r.", Dewan Affi;", sepanjang

H:Xffi5fl"".1"":5#. '"';-;;; 
-ilii, 0." ua"r ui't""?,,e,,, densan

(3) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai RUps diatur daiam Anggarar Dasar perseroan.

pasal 13

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas k^e^b_ijakan kepengurusan, jalannyapengurusan pada umumnyS, !1k: ili;li rrerseroan maupun usalra perseroandan memberi nasehat kepada Direksi. 
'o---- rErseroan maupun usa

(2) Pengawasan dan "-.Tg:ri* o.slh"t sebagaimana dimaksud pada ayat (l)$:t*:j#. untuk kepenti"e", ilr".;"r,irr .e"uai dengan *"r"ii dan tujuan

(3) Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat_syarat :a. mampu melaksanal<an perbuatan h"k;;



b. memiliki integritas, Ioyditas dan dedikasi;
c. memahami manajemen perusahaan;
d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakal tugasnya;
f. tidak pema-h terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang

dinyatakan pailit; dan
g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Direksi menjalankan pengunrsan perseroan untuk kepentingan perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,

(2) D-ireksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) sesuai dengan kebijakan yang-dip-andang tepatlalam u"t."l""g ditentukanddam Anggaran Dasar.

(3) Calon direksi perseroan harus memenuhi syarat-syarat :' a, marqpu melaksanakan pertuaran fruf.u#i
!. 3"-liIi integritas, royjitas ;r"" ;;dil;si;c. memiliki keahlian
- usaha perseroan; ' pengalaman' kemampuan yang memadai dalam bidang

d. memiliki kompentensi manajemen perusahaan 
;e' tidak menjabat h.u"* 

";irk1;;J';;'iungsror*l pada instans i/ Iembagapemerintah pu 
""i aar,, oaerlti om f o,ii,.eksi B U MD lainnya;t 

$lilu1# lX,|:i'* 
t- il;-:,J;r i.";a tan peru sah a-ai-',n,,,"p, n y. n g

F. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuant'', 
-1 

giq"ir- pengatan di perusahaa* bid :-":11"tn peru n d an g- u n d an gan .

(tiga) tahun. Y' !&r c'r.traaE oloang energi sekurang-kurangnya 3

pasal 15

"' I!f,iil#tf;i,o3t*- Komisaris dan Direksi perseroan diterapkan merarui

( r, 
:""Hl1T#ffi#*?*iff H?,r?"j:r",T#:*" dan Di reksi terr e bi h d a h u I u

pasal 16

(1) Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi seberum masa jabatannya berakhir
;:?I.:ffi#?.:i.,"1X1ff [dSl;.i-;;;,aapataiue.rrentir'Jif, ari jabatannya

(2) Pemberhenlian Dewan. Komisari dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud pada:li:H.#"fl}f paaa.pe,timu.-"!,L1ii*of 
, antara rijn :

, ;b*d;'Jil*standar kineo'a vang- aitetapr<ai-i"?i^"*r."" arasan yang

: iitffix,rilffi,m;,1ffH,,,,".*kan perbuaran pidana yang tetah

" SIS iits:ll.li svarat sebagaimana dimaksud dalam pasar r0 ayat (3) dan

pasal 17

f:::;Jtr mengenai organ perseroan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar



(1)

BAB Vi

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERSEROAN

Pasal 18

Pembubaran Perseroan berdasarkan atas:
a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. berdasarkan penetapan pengadilan;
c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga -vangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidali ""t"funtuk membayar biaya kepailitan;
d. karera harta pailit Perseroan yang telah dinyatalan pailit berada d:r^mkeadaan insolvensi sebagaimana tiatur dalam undang-unaang tentangKepailitan dan penundaan 

.Kewajiban 
pembayaran Utang; aia.ue. dikarenakan dicabutnya izin usaha perseroan setinggaLffiibkan perseroan

ffH:f [kuidasi sesuai dengan ketentuan- peratuian perunaang-

Pembubaran perseroar gJ*]rl€n sesuai dengan \1e31uan dan prinsip_prinsipyang diatur drilam peraturan perundangi""d;?", di bidaag perseroan terbatas.
Pembubaran perseroan ditetapkan dengan peraturan daerai.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

pasa.l 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerahrnr deng€rn penempatannya aafa:n Gmrl*"8"".^i, Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

(zt

(3)

Diundangkan di Rembang
padatanggal

SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR
NOREG PERATURAN DIPMH KABUPATEN REMBANG PRO\']NSIJAWATENGAH: ( /2OL7l

ABDUL HAFIDZ



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MIGAS

I. UMUM

Kabupaten Rembang memiliki sumber d"{3 {*- minyak dan gas yang yangcukup besar. Informasi-ini berdasarkan hasil eksplor".i v^"g-iir*kukan olehPertamina' sumber 
!1ra agm, khususnya- gas, tersebut berpotensi dikerola dandimaxtaarkan guna menunjag pemtang;L aaerah yang berkeranjutan dalamrangka mewujudkan tese3arrtJraan *uiy"r"r.^t. p."ch,.ii"" d'iipemaniaatan

5:::H'(Bt"#Sfat 
dilakukan melalui k.cil; usaha hi-lir or"r, u"a^,, usaha mlik

Berdasarkan U"91rg_y"grrrg Norr,.o. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahanDaeralr sebagaimana t"Uf, UrG" Ut-irri[.r,,,Tl*y t*gT r.]ndang_UndangNomor 9 Tahun 2or5 tentan!;;;;#;Jou" ata" Undang-Undang Nomor 23l#t!i:.:l"T;ff .i:nffiff.Atr#,8**a.p"t,*,,'ai.i*ilieur,,royung
BUMD dapat berbentuk perusahaan umum Daerah dan perusahaanpefseroan Daerah. perusahaan' umum-oa"rar, aaarat gura;* yang seluruhmodalnva dim,iki oreh satul*.rii'i^ri',iarr. t*E^gi ;;"'"""1**. AdapunPerusahaan perseroan.Da"r"h ;d"ffi g;;MO y.r,g Uerbentuk perseroan terbatasyang modal:rva terbagi 

_dalam, 
salam i""g-""fr*hnya atau futi.,g ..61pi, 51rr;(lima puluh satu per:e.nr .ur,.-rry."airiitiu oteir-satu Dierahr perusahaanperseroan Daerah *l.lq aitetapka,r--aengan perda, pembentukan badan[:I!ffi i":::t*?,bb"*;#T;""fi ;peraturanp.,u,,a.,,g-,ndangan

Peraturaa Daerah ini mu-uar< aiperlukan *!"c1 tahap awal pendirian suatuPerusahaan Persero'l- ai 
^l,i"gkuiguri"F.*.rir*r, Daerah sesuai ketehtua-nundang-Undans Nomor ze -t*h;" - iii'i . t"ntarrg pemerintahan Daerahsebagaimana tetah beberapa kali djubJ ,"1-Jai. aeneari u"j"i.rjijif;Lg Nomor eTahun 2015 tentanp p.rirurr,"r,-liJai;;# 

undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 rentang peme"rintah"" E;.;;-;#"".r*jut,ya akan dibuat AnggaranDasar/Ansgaran Rumah t^rd" ;.i# ii.""hu y^rrg bersangkutan sesuaiketentuaa Un'ia:rg-unaa'* [;;;oo"ffio z"ooz tentang perseroai Terbatas-
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jetas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasaj 5



Cukupjelas.
Pasal6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8' Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
. Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 1l

Cukup jelas.
Pasal t?

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup iel,as.
Pasal 14

Cukupjehs.
Pasal lS

Cukup jelas.
Pasal 16

** ffkunjelas.
_ Cukup jetas.
l,asal 1g

Cukup jelas.

?AMBAHAN I.&MEARlry DAERAH I(A,BIJPATEN REMBA}TG NOMOR



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NoMoR 19 renux zorz

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHMN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MII\TYAK DAN GAS BUMI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang: a.

e.

b.

c.

bahwa Kabupaten Rembang memiliki sumber da],a alam
minyak dan gas 1.ang berpotensi untuk dikelola dan
dimaniaatkan guna menunjang pembangunan daerah 1,angberkelanjutan dalam rangka meu,ujudkan kesejahteiaan
masyarakat ;

bahrva pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakulian
melalui kegiatan usaha hilir oleh badan usaha milik daerah;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang_
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah, pendirian badan usaha milik daerih sebagaimana
dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan peraturan
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang pembentukan peru sahaan
Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi ;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf
c dan_huruf d perlu persetujuan Dewan perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Rembang.

Pasal 18 a1.at (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun I 9,15 :

d.

Mengingat : 1. .



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

5. Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara ;

1 Tahun 2OO4 te:1tang

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman
Modai;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan
Terbatas ;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan peraturan perundang_Undangan 

;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenrang
Pemerintahan. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan Kedua atas Undang_Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerlh;

10. Peratu ran pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ;

1 1. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangpengelolaan Keuangan Daerah ;

12. peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Ker.ia' perangkai Daerah
Kabupaten Rembang ;

13. Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan KeduaAtas peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 0l Tahun 201+ ientan! fataTertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah faUripaten
Rembang.

Memperhatikan: 1. Laporan panitia Khusus II Dewan perwakila, Rakyat
Daelah Kabupaten Rembang, tanggal 2L Jui2OlZ.2. pendapat fraksi_fraksi Dewan - perwakilan Ratq,at
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 21 Jub 2017.3. pembicaraan_pembicaraan - dalail- ."p"r e1Jpu.,."r"
Dewan. 19ry#1"" Rallyat Daerah Kabupaten n.riUu"g
tanggal 2L Juli 2017.

MEMUTUSKAN
:

: Menyetuj uj Penetapan Rancangan peraturan Daerah tentangPembentukan perusahaan perieroan Daerah Bidang Minyaidan Gas Bumi sebagaimana terlampir ;

Menetapkan
PERTAMA



KEDUA

KETIGA

: Menyemhkan proses penetapan Rancangan Feraturaa Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Kepuhrsan ini menjadi
Peraturun Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang.

: Kepuhrean ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 2l Juli2OlT

ir3 ATBN REMBANG
q
Jr
$
I



BERITAACARA

NOMOR | 900 ttf,>7t2017
NOMOR: 900/1, t2017

PERSETUJ.UAN qERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN P:IIT9!4N DAERAH KABUPATEN REMBANGrENrANc pEmBENrumle_ry.lg;iaiir'pEtsenoAN 
DAERAH BTDANGMINYAK DAN GAS BUMI

f:fl?ffi [:Jif;:i";;:f;L:i:^i,:i!, satu butan ruti Dua Ribu ruiuh Betas

:Iu-pati Rembang, datam hat ini bertindak untukoan atas nama pemerintah Daerah KaOuoat.i
Rembang yang beratamat Oi raran p. d;#;;;;
L"r^:,i r[;Tiffi seranjrtnv" oir"ort' i"oigrj

: 
.Wakil Ketua Dewan penvakilan Rakyat DaerahKabupaten Rembang .

3. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan penrvakilan Rakyat DaerahKabupaten Rembang .

1. H. ABDUL HAFIDZ

2. H. GUNASIH,S.E.

4. SUMARSIH : .Wakil Ketua Dewah perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Rembang

Dalam har ini bertindak untuk dan atas nama Dewan _perwakiran Rakyat DaerahKabupaten Rembang, setanjutnya oiseoui i"u"6.iiixax KEDUA
Menyaiakan bahwa :

1 PIHAK PERTAMA dan pIHAK KEDUA telahRa n ca ns a n peraturai- Dary r.,^ 
5" L-,iJ't!","iil o!,il 

t*i: 
"no 

" l",l'ilff ,|llPerusahaan perseroan Dcerah,Bidan-g--rri,irvir l"ir 
-Gas Bumi menjadi peraturanDaerah yans terah diaiukan oren prfini irEniiua dengan penyesuaian danperubahan sebagaimani tertuang p"i" ."i"i"i'i"fimpir berita acara ini.



2' PIHAX 
'ERTAMA 

akan menyampaikan kepada Gubemur Jawa Tengeh untukmandapat pengesahan_serambariambatnya? 
t tig. ) hari kefia seterrh ditandatangani persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oreh kedua berah pihak daramrangkap 2 ( dua ) untuk dapat oip"rgr;6n;-b"ilimana mestinya.

Juli 2A17

EUPATI REUBANG


